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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang alat 

bukti saksi dalam pembuktian perkara pidana dan untuk mengetahui Kedudukan 

Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan 

Terdakwa.  Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis 

penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 

bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada 

dan berlaku.  Hasil penelitian Alat bukti keterangan saksi memang bukan satu-

satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada 

tataran empiris, hampir seratus prosen kasus yang ada melibatkan saksi dalam 

pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi inilah yang memberikan 

perhatian yang memadai kepada Saksi dan korban, maka secara bertahap 

dibuatlah kebijakan hukum. Adapun pengaturan hukum terhadap keterangan saksi 

dalam perkara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2104 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara 

khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tersebut juga diatur pula tentang 

jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi 

berdasar keterangan atas kesaksiannya.Menurut pasal 168 KUHAP terdapat 

beberapa kekecualian untuk menjadi saksi, antara lain: a. Keluarga sedarah atau 

semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari 

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa 

atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga 

mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara 

terdakwa sampai derajat ketiga; b. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah 

bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa. adapun kedudukan hukum alat 

bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat 

dilihat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu: 1). Keterangan mereka tidak 

dapat dinilai sebagai alat bukti, 2). Tetapi dapat dipergunakan menguatkan 

keyakinan hakim. 3). Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan 



menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut 

mempunyai mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan 

alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian. 

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Alat Bukti Keterangan, Hubungan Darah 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the legal arrangements regarding witness 

evidence in proving criminal cases and to determine the legal position of evidence 

for witnesses who have blood relations with the defendant. The type of research in 

writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of 

library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary 

legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on 

literature study, which means it will study more and examine the existing and 

applicable legal rules. Research results Witness evidence is not the only evidence 

that can support the success of the evidence, but at the empirical level, almost one 

hundred percent of cases involve witnesses in evidence in court. The importance 

of the role of witnesses is to give adequate attention to witnesses and victims, so 

gradually legal policies are made. The legal arrangements for witness testimony in 

criminal cases are Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure 

Code, and Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and 

Victims which has been amended by Law Number 31 of 2104 concerning 

Amendments to the Law. Number 13 of 2006 concerning the Protection of 

Witnesses and Victims, or the Law that specifically regulates certain criminal acts 

concerning the Protection of Witnesses and Victims. Law Number 31 of 2014 also 

regulates the guarantee of legal protection and rights that should be obtained by 

witnesses based on their testimony. According to Article 168 of the Criminal 

Procedure Code, there are several exceptions to being witnesses, including: a. 

Blood family or marriage in a straight line up or down to the third degree of the 

defendant or who are the defendants together; b. Relatives of the accused or 

jointly accused, mother's or father's siblings, also those who are related by 

marriage, and children of the defendant's relatives up to the third degree; b. The 

husband or wife of the defendant even though they are divorced or who are 

together as defendants. As for the legal position of evidence for witness testimony 

who has blood relations with the defendant, it can be seen in Article 185 

paragraph (7) of the Criminal Procedure Code, namely: 1). Their statements 

cannot be judged as evidence, 2). But it can be used to strengthen the judge's 

conviction. 3). Or it can be valuable and used in addition to corroborating other 

valid evidence as long as the information has conformity with the other legal 

evidence, and the legal evidence has met the minimum limit of evidence. 
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PENDAHULUAN 

Keterangan saksi yang dapat 

bernilai sebagai alat bukti adalah 

keterangan saksi yang di lakukan 

didepan sidang pengadilan terhadap 

sebuah tindak pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri. Adapun keterangan saksi 

yang di peroleh dari orang lain yang 

di dalam ilmu hukum acara pidana 

disebut testimonium de auditu. 

Dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP 

dinyatakan bahwa baik pendapat 

maupun rekaan, yang diperoleh dari 

hasil pemikiran saja, bukan 

merupakan keterangan saksi. Di 

dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) 

dikatakan bahwa dalam keterangan 

saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain atau 

testimonium de auditu. Dengan 

demikian, keterangan saksi yang 

diperoleh dari orang lain bukanlah 

alat bukti yang sah.Menurut Andi 

Hamzah, sesuai dengan penjelasan 

KUHAP yang mengatakan bahwa 

kesaksian de auditu tidak 

diperkenankan sebagai alat bukti, 

dan selaras pula dengan tujuan 

hukum acara pidana yaitu mencari 

kebenaran materiil, dan pula untuk 

perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, dimana keterangan seorang 

saksi yang hanya mendengar dari 

orang lain, tidak terjamin 

kebenarannya, maka kesaksian de 

auditu patut tidak dipakai di 

Indonesia pula.
1
  

Wirjono Prodjodikoro juga 

mengemukakan pendapat bahwa 

hakim dilarang memakai sebagai alat 

bukti keterangan saksi de auditu 

yaitu tentang suatu keadaan yang 

saksi itu hanya dengar saja terjadinya 

dari orang lain. Larangan semacam 

ini baik bahkan sudah semestinya, 

akan tetapi harus diperhatikan bahwa 

kalau ada saksi yang menerangkan 

telah mendengar terjadinya suatu 

keadaan dari orang lain itu, dapat 

berguna untuk penyusunan suatu 

rangkaian pembuktian terhadap 

terdakwa.
2
 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

                                                             
1
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hal. 265   
2
 Ibid 



informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.
3
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian yang berfokus pada 

norma dan penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sebagai data utama. 

2. Sifat Penelitian  

Sedangkan sifat penelitian 

yang penulis pergunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriktif 

analitis dalam pengertian semua 

bahan hukum yang penulis dapatkan 

akan digambarkan dan diuraikan 

kemudian dianalisa. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, yaitu

 bahan hukum yang mem

punyai kekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan sepertii:
4
 

                                                             
3
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 
4
Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

b. Bahan hukum sekunder adalah 

yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, 

meliputi buku, hasil penelitian, 

pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada 

relefansinya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk dan 

pengertian terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, 

meliputi kamus-kamus hukum 

atau kamus bahasa lain. 

4. Teknik Pengumpulan 

Bahan Hukum. 

1) Untuk menjawab 

permasalahan yang ada 

Peneliti melakukan 

pengumpulan bahan 



hukum melalui studi 

dokumen (studi 

kepustakaan) meliputi 

bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier 

yakni dengan cara 

melakukan inventarisasi 

dan identifikasi terhadap 

sejumlah peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen hukum, catatan 

hukum, hasil-hasil karya 

ilmiah dan bahan 

bacaan/literatur yang 

berasal dari ilmu 

pengetahuan hukum 

dalam bentuk buku, 

artikel, jurnal dan hasil 

penelitian yang ada 

kaitannya dengan 

penelitian yang diangkat.  

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Tentang 

Alat Bukti Saksi Dalam 

Pembuktian Perkara Pidana 

Hukum dibuat untuk suatu tujuan 

yang mulia, yaitu memberikan 

pelayanan bagi masyarakat guna 

terciptanya ketertiban, keamanan, 

keadilan, dan kesejahteraan, namun 

pada kenyataannya masih tetap 

terjadi penyimpangan-penyimpangan 

atas hukum, baik yang dilakukan 

secara sengaja maupun tidak sengaja 

atau lalai. Dalam Buku Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

disebutkan bahwa tujuan hukum 

acara pidana adalah: “untuk mencari 

dan mendapatkan atau 

setidaktidaknya mendekati kebenaran 

materiil, yaitu kebenaran yang 

selengkaplengkapnya dari suatu 

perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara 

jujur dan tepat dengan tujuan untuk 

mencari siapakah pelaku yang dapat 

didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, danselanjutnya 

meminta pemeriksaan dan putusan 

dari pengadilan guna menemukan 

apakah terbukti bahwa suatu tindak 

pidana telah dilakukan dan apakah 

orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan”. 

B. Kedudukan Hukum Alat 

Bukti Keterangan Saksi Yang 

Memiliki Hubungan Darah 

Dengan Terdakwa 

Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum. Sebagaimana tercantum 



dalam pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, yang Berbunyi : 

“Negara indonesia adalah Negara 

Hukum “.1 Adanya pasal ini, maka 

terjadi suatu konsekuensi bahwa 

sebagai negara Hukum haruslah 

menjamin bahwa setiap warga negara 

mendapatkan tempat dan kedudukan 

yang sama dihadapan hukum sebagai 

mana tercantum dalam Pasal 27 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945, 

yang menyatakan bahwa : Segala 

warga Negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.  

Hukum adalah suatu himpunan 

kaidah-kaidah, yaitu himpunan yang 

terdiri atas bermacam-macam 

petunjuk hidup yang memaksa orang 

berkelakuan menurut tata tertib yang 

ada dalam masyarakat . Hukum 

Menurut Amin adalah kumpulan-

kumpulan peraturan-peraturan yang 

terdiri dari norma dan sanksi-sanksi 

dan tujuan hukum adalah 

menciptakan ketertiban dalam 

pergaulan manusia, sehingga 

keamanan dan ketertiban 

terpelihara.
5
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembuktian mempunyai 

kedudukan yang sangat 

penting dalam proses 

pemeriksaan sidang 

pengadilan, karena dengan 

pembuktian inilah nasib 

terdakwa ditentukan, dan 

hanya dengan pembuktian 

suatu perbuatan pidana dapat 

dijatuhi hukuman pidana. 

Sistem pembuktian yang 

berlaku dalam hukum acara 

pidana, merupakan suatu 

sistem pembuktian di depan 

pengadilan agar suatu pidana 

dapat dijatuhkan oleh hakim, 

haruslah memenuhi dua 

syarat yang mutlak yang 

telah ditentukan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yaitu: alat 

bukti yang cukup serta sah 

dan keyakinan hakim. Alat 

bukti yang sah dalam hukum 

acara pidana diatur dalam 

                                                             
5
  Muhammad Sadi is, Pengantar Ilmu 

Hukum, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm.  45.   



ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP antara lain: 

keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa.  Salah 

satu alat bukti yang diatur 

dalam hukum acara pidana 

adalah keterangan saksi, 

keterangan saksi sebagai alat 

bukti ialah apa yang 

saksinyatakan di sidang 

pengadilan. Alat bukti 

keterangan saksi memang 

bukan satu-satunya alat bukti 

yang dapat mendukung 

suksesnya pembuktian, akan 

tetapi pada tataran empiris, 

hampir seratus prosen kasus 

yang ada melibatkan saksi 

dalam pembuktian di 

pengadilan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka 

perlu diberikan/dilakukan 

perlindungan bagi saksi dan/ 

atau korban yang sangat 

penting keberadaannya 

dalam proses peradilan 

pidana. Pentingnya peran 

saksi inilah yang 

memberikan perhatian yang 

memadai kepada Saksi dan 

korban, maka secara 

bertahap dibuatlah kebijakan 

hukum. Adapun pengaturan 

hukum terhadap keterangan 

saksi dalam perkara pidana 

yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP, dan 

Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan 

Korban yang telah diubah 

dengan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2104 

tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan 

Korban, ataupun Undang-

undang yang mengatur 

secara khusus dalam tindak 

pidana tertentu tentang 

Perlindungan Saksi dan 

Korban. Dalam Undang-

Undang Nomor 31 tahun 

2014 tersebut juga diatur 

pula tentang jaminan 

perlindungan hukum dan 

hak-hak yang seharusnya 

didapatkan oleh saksi 

berdasar keterangan atas 



kesaksiannya. Salah satunya 

adalah hak untuk 

memberikan keterangan 

secara bebas dan tanpa 

tekanan. 

2. Hukum acara pidana 

mengatur cara-cara yang 

harus ditempuh untuk 

menegakkan atau 

menciptakan ketertiban di 

dalam masyarakat. Hal ini 

wajib diterapkan dalam 

masyarakat agar tecapai 

suatu masyarakat yang tertib, 

aman, dan tenteram. Mencari 

dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati 

kebenaran materiil 

diterapkan pada sidang 

pemeriksaan perkara pidana 

di pengadilan yaitu pada 

tahap pembuktian. Pada 

tahap ini merupakan tahap 

yang penting dalam proses 

pemeriksaan di sidang 

pengadilan. Bukti keterangan 

saksi merupakan alat bukti 

paling utama dalam perkara 

pidana, dikarenakan hampir 

semua pemeriksaan hukum 

acara pidana selalu mengacu 

pada keterangan saksi, untuk 

mengungkapkan fakta yang 

akan dijadikan acuan dalam 

menemukan bukti-bukti lain 

untuk menguatkan sebuah 

penyelidikan, penyidikan 

dan bahkan pembuktian 

dipengadilan. Dalam 

pemeriksaan perkara pidana 

di persidangan diwajibkan 

menggunakan minimal dua 

alat bukti. Salah satu alat 

bukti yang dapat digunakan 

dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana di sidang 

pengadilan adalah 

keterangan saksi. Keterangan 

saksi merupakan alat bukti 

yang paling utama. Pada 

umumnya semua orang dapat 

menjadi saksi. Menurut pasal 

168 KUHAP terdapat 

beberapa kekecualian untuk 

menjadi saksi, antara lain: a. 

Keluarga sedarah atau 

semenda dalam garis lurus 

ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari 

terdakwa atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa; b. 

Saudara dari terdakwa atau 



yang bersama-sama sebagai 

terdakwa, saudara ibu atau 

saudara bapak, juga mereka 

yang mempunyai hubungan 

karena perkawinan, dan 

anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajat ketiga; b. 

Suami atau istri terdakwa 

meskipun sudah bercerai 

atau yang bersamasama 

sebagai terdakwa. adapun 

kedudukan hukum alat bukti 

keterangan saksi yang 

memiliki hubungan darah 

dengan terdakwa dapat 

dilihat dalam Pasal 185 ayat 

(7) KUHAP, yaitu: 1). 

Keterangan mereka tidak 

dapat dinilai sebagai alat 

bukti, 2). Tetapi dapat 

dipergunakan menguatkan 

keyakinan hakim. 3). Atau 

dapat bernilai dan 

dipergunakan sebagai 

tambahan menguatkan alat 

bukti yang sah lainnya 

sepanjang keterangan 

tersebut mempunyai 

mempunyai persesuaian 

dengan alat bukti yang sah 

lainnya itu, dan alat bukti 

yang sah itu telah memenuhi 

batas minimum pembuktian 

B. Saran 

1. Pada dasarnya ketentuan 

hukum keterangan saksi 

sebagai alat bukti dalam 

perkara pidana dapat dilihat 

dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara 

Pidana, akan tetapi perlunya 

kedepan adanya perubahan 

terhadap undang-undang ini 

yang mana harus 

memberikan porsi lebih 

terhadap kedudukan 

keterangan saksi sebagai alat 

bukti karena lebih 

memudahkan para penegak 

hukum untuk mengungkap 

perkara pidana. 

2. Kalau dilihat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana pada 

hakekatnya keterangan saksi 

yang memiliki ikatan darah 

atau keluarga dari terdakwa 

mempunyai kekuatan hukum 

yang sangat lemah dan hanya 

dijadikan sebagai  penguat 

keyakinan hakim sebagai 

tambahan alat bukti yang sah 



dan kedepan harapannya 

bagi para pemangku 

kebijakan yang mengatur 

ulang terhadap posisi hukum 

saksi yang memiliki ikatan 

sedarah dengan terdakwa.  
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